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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 
NOMOR 3 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKAMARA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan 

sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013 maka 

perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2013; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan 

Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);  
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  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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  10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4548); 

  11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

  12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 

  13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

  14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

  15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 



 iv 

  16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

  17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

  18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

  19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  23.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
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  24.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  25.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

  26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

  27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

29.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

dan 

BUPATI SUKAMARA 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal 1 

 

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 543.352.843.715,71 bertambah sejumlah   

Rp 42.854.074.594,76 sehingga menjadi Rp 586.206.918.310,47 dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan Daerah  

a. Semula Rp 506.889.679.251,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp 17.565.853.150,21 

 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 524.455.532.401,21 

2. Belanja Daerah  

a. Semula Rp 543.352.843.715,71 

b. Bertambah/(berkurang) Rp 42.854.074.594,76 

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 586.206.918.310,47 

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (61.751.385.909,26) 

 



 vii 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

a. Semula Rp 46.000.000.000,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp 29.501.385,909,26 

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 75.501.385.909,26 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  

a. Semula Rp 7.000.000.000,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp 6.750.000.000,00 

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 13.750.000.000,00 

  Jumlah Pembiayaan Netto Rp 61.751.385.909,26 

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 0,00 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

 a. Pendapatan Asli Daerah 

a. Semula Rp 13.553.957.400,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 22.100.000,00 

 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 13.576.057.400,00 

b. Dana Perimbangan 

a. Semula Rp 467.685.306.251,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 530.234.050,00 

 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 468.215.540.301,00 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

a. Semula Rp 25.650.415.600,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 17.013.519.100,21 

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 42.663.934.700,21 

 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah 

a. Semula Rp 1.339.500.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 1.339.500.000,00 

b. Retribusi Daerah 

a. Semula Rp 3.769.326.400,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 138.792.000,00 

 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 3.908.118.400,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

a. Semula Rp 3.000.000.000,00  

b. Bertambah/(bertambah) Rp 0,00 

 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

a. Semula Rp 5.445.131.000,00  

b. Bertambah/(bertambah) Rp (116.692.000,00) 

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 5.328.439.000,00 
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

a. Semula Rp 46.151.486.251,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 530.234.050,00 

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 46.681.720.301,00 

b. Dana Alokasi Umum 

a. Semula Rp 381.154.120.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 381.154.120.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 

a. Semula Rp 40.379.700.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 40.379.700.000,00 

 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah 

a. Semula Rp 630.884.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 227.682.585,00 

 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 858.566.585,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

a. Semula Rp 9.117.411.600,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 5.755.173.515,21 

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 14.872.585.115,21 
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c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

a. Semula Rp 13.767.120.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 3.381.063.000,00 

 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 17.148.183.000,00 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 

a. Semula Rp 2.000.000.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 7.649.600.000,00 

 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan Rp 9.649.600.000,00 

e. Pendapatan Lainnya 

a. Semula Rp 135.000.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan Rp 135.000.000,00 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

a. Semula Rp 168.552.380.776,53  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 7.126.115.552,63 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 175.678.496.329,16 

b. Belanja Langsung 

a. Semula Rp 374.800.462.939,18  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 35.727.959.042,13 

 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp  410.528.421.981,31 
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

a. Semula Rp 126.926.330.719,53  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 5.141.115.552,63 

 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 132.067.446.272,16 

b. Belanja Hibah 

a. Semula Rp 23.295.360.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 610.000.000,00 

 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 23.905.360.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial 

a. Semula Rp 2.500.000.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 50.000.000,00 

 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 2.550.000.000,00 

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa 

a. Semula Rp 2.334.860.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp 2.334.860.000,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa  

a. Semula Rp 9.495.830.057,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 825.000.000,00 

 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa Rp 10.320.830.057,00 

 setelah perubahan 
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d. Belanja Tidak Terduga 

a. Semula Rp 4.000.000.000,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp        500.000.000,00 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 4.500.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

a. Semula Rp 27.091.123.806,00  

b. Bertambah/(berkurang) Rp (28.359.400,00) 

 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 27.062.764.406,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 

a. Semula Rp 118.844.466.195,73  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 10.002.951.256,00 

 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 128.847.417.451,73 

c. Belanja Modal 

a. Semula Rp 228.864.872.937,45  

b. Bertambah/(berkurang) Rp 25.753.367.186,13 

 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 254.618.240.123,58  
 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

a. Semula Rp 46.000.000.000,00  

b. Bertambah Rp 29.501.385.909,26 
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 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 75.501.385.909,26 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

a. Semula Rp 7.000.000.000,00  

b. Bertambah Rp 6.750.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 13.750.000.000,00 

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 

a. Semula Rp 35.000.000.000,00  

b. Bertambah Rp 29.501.385.909,26 

 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp 64.501.385.909,26 

b. Pencairan Dana Cadangan 

a. Semula Rp 11.000.000.000,00  

b. Bertambah Rp 0,00 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 11.000.000.000,00 

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

a. Semula Rp 7.000.000.000,00  

b. Bertambah Rp 6.750.000.000,00 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp 13.750.000.000,00 
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Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan  Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun        

Anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; 

13 Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan. 
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Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam          

Lembaran Daerah.  

 

Ditetapkan di Sukamara 

pada tanggal 25 Oktober 2013 

BUPATI SUKAMARA, 

Ttd. 
 

AHMAD DIRMAN 
 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 

Nomor 3 pada tanggal 25 Oktober 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

 

Ttd. 

SUMANTRI HARI WIBOWO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2013 NOMOR 3 

 
 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
                ttd 

 
MUHAMAD ZARKANI, SH 


